Menimbang:

Mengingat:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAY APURA
NOMOR 5 TAHUN 1999
TENTANG
RETRIBUS IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

a  bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribud Daerah
Tingkat | dan Tingkat 11, maka Retribug 1zin Tempat Penjualan Minuman

Beralkohol merupakan Jenis Retribus Daerah Tingkat I1;

b.  bahwa untuk memungut Retribus sebagaimana dimeksud huruf a perlu

ditetgpkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura;

1.  Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propind
Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Proping Irian
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907)

2. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Urusan Piutang
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 1960 Nomor 156,

Tambahan Lembaran Negara Republik |ndonesia Nomor 2104);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3037);

4.  Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3684);

6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Paak Daerah dan
Retribus Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor

3685);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama
Proping Irian Barat Menjadi Irian Jaya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1973 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2997);

8.  Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
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9.  Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinas Kegiatan
Ingand Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3373);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribus Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 1997 Nomor 3992,
Tambahan Lembaran Negara Republik |ndonesia Nomor 3692);

11. Keputusan Presiden Republik Indonesa Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Pengawasan dan Pengenddian Minuman Beralkohol;

12. Keputusan Menteri Ddam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang
Ketentuan Umum penyidik Pegawa Negeri Sipil di  Lingkungan
Pemerintah Daerah jo. Keputusan Menteri Ddam Negeri Nomor 4 Tahun
1997 tentang Penyidik Pegawa Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Daerah;

13.  Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk
Peraturan Daerah dan Peraturan Dagerah Perubahan;

14. Keputusan Menteri Daam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata cara Pungutan Retribus Daerah;

15. Keputusan Menteri Daam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang
Prosedur Pengesthan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan
Retribus Daerah;

16. Keputusan Menteri Dadam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata
Cara Pemeriksaan di Bidang Retribus Daerah;

17.  Keputusan Menteri Daam Negeri Nomor 119 Tahun 1999 tentang Ruang
Lingkup dan Jenis-Jenis Retribus Daerah Tingkat | dan Daerah Tingkat 11;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAY APURA
MEMUTUSKAN:

Menetgpkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TENTANG
RETRIBUS! IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

a  Daerah addah Kabupaten Jayapurg;

b.  Pemerintah Daerah addah Pemerintah Kabupaten Jayapura;

c.  KepdaDaerah addah Bupati Jayapura;

d.  Pegabat adalah Pegawa yang diberi tugas tertentu dibidang retribus Daerah sesuai dengan
Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
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Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang mdiputi perseroan terbatas perseroan komanditer,
perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun,
persekutuan, perkumpulan, firma, kongd, koperad, yayasan, atau organisas yang sgenis
lembaga, dan pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;

Minuman Berakohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasll
pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentas dan destilas atau fermentas
tanpa degtilas balk dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, maupun yang
diproses dengan mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman
mengandung ethanol yang terbagi ddam 3 golongan, yaitu Golongan A, Minuman berkadar
akohol/etnahol (C2H50H) 1 % sd 5 %, Golongan B minuman berkadar akohol/ethanol
(C2H50H) lebih dari 5 % sd 20 %, dan Golong8n C minuman berkadar akohol/ethanol
(C2H50H) Iebih dari 20 % s.d 55 %;

Retribus Perizinan Tertentu addah retribus atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam
rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan,
pengaturan, pengenddian, dan pengawasan aas kegiatan pemanfastan ruang, penggunaan
sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fadllitas tertentu guna melindungi kepentingan
umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

Retribus 1zin Tempat Penjualan Minuman Berakohol yang sdanjutnya dapat disebut retribug
addah pembayaran atas Pemberian 1zin oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau
badan untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu;

Waib Retribug adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan
retribug diwgjibkan untuk melakukan pembayaran retribug;

Masa Retribus adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wgjib
Retribus untuk memanfaatkan Pemberian Izin tempat penjualan minuman beralkohol dari
Pemerintah Daerah yang bersangkutan;

Surat Pendaftaran Obyek Retribus Daerah yang sdanjutnya dapat disngkat SPAORD adalah
aurat yang digunakan oleh Wajib Retribus untuk melgporkan data obyek retribus dan waib
retribug sebagal dasar penghitungan dan pembayaran retribus yang terutang ke Kas Dagerah atau
ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;

Surat Ketetapan Retribus Daerah yang selanjutnya disngkat SKRD adalah surat keputusan yang
menentukan besarnya jumlah retribus yang terutang;

Surat Ketetgpan Retribus Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang sdanjutnya disngkat
SKRDKBT, addah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribus yang telah
ditetgpkan;

Surat Ketetapan Retribus Daerah Lebih Bayar yang sdanjutnya disngkat SKRDLB adalah surat
keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribus karena jumlah kredit
Retribus Iebih besar dari Retribus yang terhutang atau tidek seharusnyaterutang;

Surat Tagihan Retribus Daerah, yang selanjutnya disngkat surat untuk melakukan tagihan
retribug dan atau sanks bunga dan atau denda;

Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas SKRO atau dokumen lain yang
dipersamakan, SKRDKBT dan digukan oleh Wgjib Retribug;

Pemeriksaan addah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengolah data dan atau keterangan
lannya daam rangka kepatuhan pemenuhan kewsgjiban retribus Daerah berdasarkan
perundang-undangan retribus Daerah;

Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribus Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan
oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta
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mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak Pidana dibidang retribug
Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribus 1zin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut retribus sebagai
Pembayaran atas pemberian izin untuk meakukan penjuadan minumaen beralkohol disuatu tempat
tertentu.

Pasal 3

Objek Retribug adaah Pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman berakohol di :
Hotdl,

Restoran;

Bar;

Klab malam;

Diskotik;

dan ditempat tertentu lainnya yang ditetgpkan oleh Kepala Daerah.

i1 B oMo B o Y

Pasal 4

Subyek Retribus addah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin untuk melakukan penjuaan
minuman beralkohol.

BAB Il
GOLONGAN RETRIBUS

Pasal 5

Retribus 1zin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol digolongkan sebaga Retribus Perizinan
Tertentu.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah dan jenis tempat penjualan minuman beralkohol.
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BABV
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prindp dan sasaran dalam penetgpan struktur dan besarnya tarif retribus didasarkan pada tujuan
untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol;
Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mdiputi biaya survel lgpangan biaya transportad
dalam rangka pengenddian dan pengawasan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUS

Pasal 8
Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis tempat penjualan minuman berakohol;
Struktur dan besarnyatarif retribug ditetapkan sebagai berikut :
a  Hotd, restoran, bar, klab maam, diskotik Rp. 2.000.000,-
b.  Tempa tertentu lainnya Rp. 2.000.000,-

BAB VII
WILAY AH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribus yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempét izin tempat penjualan minuman beralkohol
diberikan.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa Retribus addah jangka waktu yang lamanya 12 (dua belas) bulan.

Pasal 11

Saat terutangnya retribus addah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lan yang
dipersamakan.
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